LEMBARAN DAERAH
. FKABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 7 TAHUN 2004 SERL: ENOMOR © §

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG
ALOKASIDANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI EEBUMEN,

Menimhang - a bakwa dalsn rangka pelakeanaan pembangunan

‘ Desa menmjun  pada  kemandinian  Desa,

‘ dibutuhkan partisipast dari seluruh masysrakst
untuk mewujudkan cita-cita pembangunan
daeraly,

b. babwa uotuk mendukong pelakeanaan makswd
sehagaimana tersebui pada buruf  a, perin
dialokasiken dasa bantuan kepada Desa







Mengmgat

c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b

e

maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
Fabupaten Febumen fentang Alokasi Dana
Desa.

Undang - wndang Nomor I3 Tahun (950
tentang  Pembentukan Deersh-daersh
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah Jo. Persturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1950;

Undang — undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemenniahan Daersh { Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839 )

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan  Kewangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah { Lembaran Negara
Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lewbaran
Negara  Nowmor 3848) ;






4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
Tentang Kewenangan Pemerintah dan
Fewenangan Propmsi sebagai Daerah
Otonom {Lembaran Negara Nomor 34,
Tatmn 2000, Tambsban Lembaran Negars
Nomwor 3952);

5. Perstwran Pemerintah Nomor 104 Tabun 2000
tentang Dana Pecimbangan (Lewbaran Negara
Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3988);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000
tentang Pengelolaan dan Pertanggung
Jawsaban Feusngan Daersh {Lemberan
Negara Tabun 2000 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3989 ) ;

7. Perstwan Perperintah Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pembinsan dan Pengmowvesan Alas
Penyelenggaraan Pemenintaban Draerah
{Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41,
Tambalan Lembaran Negara Nomor 4090);






8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001
tentang Pedoman Umum Pengaturan Desa
{Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155),

9. Keputocan Presiden Nomor 44 Tahun 1999
tentang Tekmk Penyusuuan Peraturan
Perumdang-vadangan dan Beutuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah dan  Ramcangan  Feputusan
Presiden { Lewbaran Negara Tahuu 1999
Nomor 70)%

10, Keputvean Presiden Nomor 49 Tabun 2001
Masy:akﬂDmataugelmtsmlnin;

11. Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 2001
fentang Tata Cara Pengavasa
Peuyelenggaraan Pemerintahan Daeral;

12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Esbupaten Kebumen Nomor 75/EPTS-
DPRD/2001 tentang Peratwran Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daersh Eabupaten
Eebumen






Dengan perseinjoan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN TENTANG ALOKASI DANA

DESA
BARBIY
KETENTUANUMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalsh Kabmpaten Keboumen

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Fabupaten Kebumen

3. Bupati adalsh Bupati Kebumen

4. Dewan Perwskilan Rakyat Daerah adalah Dewsan Perwakilan Rakyat
Daevsh Eabupaten
Eebumen

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki keweamngan






untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam
sistems Femenintahan Nasional dan berada di Daerah.

ﬁ. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembags
Legislass dan Pengawacsan dalam hal pelakesnsan Perstwran Dees,
‘ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  dan Keputusan Eepala Desa
¥. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LEMD
adalah kelompok pelaksana pembangunan di tingkat desa yang
bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan
pembangunan di desa,

?. Perimbangan Feuangan antara Kabupaten dan Desa vang selanjutaya
disebut Alokasi Dana Desa adalah persentase dana dari APBD yang
dialokastkan berdasarkan besar dana muimimum ditambahkan dengan
besar alokasi dans berdasarkan variable dani indikator.

D, Alckazi dana minimum adalab dans yang dialokasikan dengan bezaran
yang sama setiap desa

. 10. Alokasi Dana berdasarkan variable adalah dana yang dialokasilean
dengan besaran sesuai dengan tawil perkalian anfara bobot desa
dengan total alokasi dana desa yang tersedia dan persentase APBD.







11. Pembangunan skala desa adalah pembangunan bidang fisik, ekonomi
dan sosial budaya dengan jangkauan dan manfaat hanya terbatas untuk
kebutuhan masyarakst desa setempat.

12. Warga adalah orang perorangan, kelompok masyaralat yang bersifat
gogiologis, profisional, fimgsional serta badan hukum yang ada di

. daerah,

BAB O
TUJUAN, SUMBER DAN PROPORSI ALOKASI DANA DESA
Pasal 2

(1) Alckasi Dana Desa berinjuan untuk pemerataan pembangunan dan
meningkatkan  partisipasi, kesejablerasn  sera  pelayanan
masyarakat desa melalut pembangunan dalam sekala desa.

(2) Alolasi Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daersh (APBD) tabun beriaku.

(3) Besar Alokasi Dana Desa adalah 10 % dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dasrah (APBD) tabun berlaku







BAB I
RUMUS PENETAPAN ALOEASI DANA DESA

Pasal 3

(1) Rumus Alokasi Dana Desa sebagai berikut |

ADDi = ADM +( Bdi XADV ) .......(1

Dinge -

ADDi - Alokasi Dana untuk Desa i

ADM : Alckssi daps minimum {dibagi rata tiap desa MInns
kelurahan)

ADM : 40 % dari ADD

BDi : BobotDesai

ADV - Total ADD yang bersifat variable

ADV : 60 % dari ADD

ADD : ADM + ADV






(2) Indikator yang ditetapkan dalam menentukan bobot desa adalah :

a  Persentase luas wilaysh Desa i =ILWi dalam Km2
(lias wilayah Desa i/ limas seluruh wilayah desa x 100 %

b. Persentase jumlah penduduk Desa = IIPi
{ Jumlsh penduduk Desa ¢ jumish penduduk seluruh desa
X 100 %),

c. Persentase jumlsh KK miskin Desai= IPMi
{ Jumiah KK miskin Desa ¥/ Jumlah KX miskin seluruh
desa X 100 %),

d. Persentase keterjangkauan Desa 1 = IKJi
Persentase rasio skor keterjangleanan Desa i dengan tofal
Skor keterjangkanan seloruh desa
{{ 0.6 x jarak Dosa i dengan ibu kota kabupaten) +{ 0.4 x
jarak Desa i dengan ibu  kota kecanatan)skor  seluruh
desa ) X 100 %)






“orzerdaze PADS Desad
{ Besar PADS Desa t/ PADS seluruh desa) X 100 %.

{(3) Dalam pelaksansannya, Pemerintah Daerah perlu memiliki
pricritas keberpihakan dan indikator i stas sesusd dengan wrah
dan kebijakan wmum Pemerinth Daerah, yang selanjuinya
dilambangkan dalam bobot perseniase a, sehingga

BDi = a LLWi %) + a 2(JPi %) + a 3(JPMi %) + a 4(KJi %) - a
S(PADS %).....(2

Dimmnaal+ta2+ald3+tad-adS=1

{4) Bobot (a) umfuk masing-masing indikator adalah : 0.3 + 0.25+04
+02-015=1;

(5) Indikator dan pembobotan perlu ditinjau ulang setiap § tahun.






BAB IV
PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA

Bagian Pertama
Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pasal 4

(1) Alokasi dana operasional maksimal 40 % dari Alokasi Dana Desa
vang diterima, dignnakan nmtuk
a Bantuan Tunjangan Aparat Pemerintah Desa;
Bantuan Tunjangan Anggota BPD;
Biaya Operasional Sekretariat Desa;
Biaya Operasional Sekretariat BPD;

&

P oo

w

Bantuan Tunjangan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

e}

Biaya Perjalanan Dinas;
g Lain-lain pengelosran rolin

{2) Alokasi Daua Desa, munimal 60 % digunakan untuk pelakssusan
penbanguua pada skala desa sesuai dengan daftar skala prioritas
pembangunan desa baik fisik, ekonomi, dan sosial budaya sehagai
dana stimulan






(3) Alokasi Dana Desa tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik,
melawan hukum dan perontukan yang tidak tepat sasaran.

Bagian Fedua
Pertanggung Jawaban

Pagal 5

(1) Pembsmguuan sekala desa yang bersumber dari Alokast Dana
Dess  dilsheanaban  secawa  swakelola oleh LEMD, yang
dipertanggung jawabkan secara langsung kepada masyarakat
penerima manfaat dan BPD.

(2) Mekanisme lebih lengkap akan diatur dalam Peraturan Desa

(3) Dilaksanalcan secara partisipafif, transparan dan akuntanbel.

BAB V
KETENTUAN SANEKS1
Pasal 6

(1) Bupati dengan persetmjuan DPRD, berhak mengurangi jumlah
Alolasi Dama Desa terfentu pada talum berikutuya dari jumlak
yang seharnsnya secara proporsional bag desa yang terbukti tidak






mampu melaksanakan pembangunan skala desa yang bersumber
dari Alokasi Dana Desa secara transparan, partisipatif, dan
akuntabilifas.

(2) Bagi pelalzana pembangunan yang terbulti melalalan tindak
‘ pidana korupsi dalam pelaksanasn pembangunan skala desa dan
dana Alokasi Dana Desa alan dilakukan tindakan hukum sesuai
peraturan yang berlaku.

BAB VI
EETENTUAN LAIN - LAIN

Pacal 7
Peraturan Desa berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggung jawsban
lokasi Dama Desa harus sudah siap sebelum Alokast Dana Desa it
rilaksmmkmx.

BAB VII

‘ KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan tentang
Alokasi Dana Desa yang selama ini berlaln di Daerah disesnaikan dengan

ketentuan Peraturan Daerah ini.







BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

. -hal yang belum diatur dalam Peraturan Daersh ini sepanjang
ngenal pelaksanaannya akan distor dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

P#mlunm Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

sefiap orang dapat mengetahutaya, memerintahkan pengundangan
Dacrsh ini dengan pencmpatanmya dalam Lembaran Daerah
wpaten Febumen.

. Ditetapkan di Kebumen
Pada tangeal 17-3-2004

BUPATI KEBUMEN
ttd
RUSTRININGSIH







)]

*

Crnndersdoan di Kebammen
e 22 Manet. 2004
3 ‘ N3 DAEEAH

KARLU ¥ KERTTIMEN

NIF GIGIZR M0
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